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MOTTO 

 

“Suatu negeri akan lestari bila moral, keadilan 
dan hukum dijunjung dengan tegak, meskipun 
penduduk bangsa itu kafir. Namun sebaliknya, 
suatu negeri akan runtuh bila moral, keadilan dan 
hukum tidak dijunjung dengan tegak, meskipun 
penduduk bangsa itu muslim” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada 

pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 

158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:  

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan 

transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, 

dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut: 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 Bā’ b Be ب

 Tā’ t Te ت

 Ṡā’ s\ Es (dengan titik di atas) ث

 Jīm j Je ج

 Ḥā’ h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Khā’ kh Ka dan ha خ

 Dāl d De        د

Żāl Ż ذ Zet (dengan titik di atas) 

  Rā’ r Er ر

 Zā’ z zet ز

  Sīn s Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

Ṣād s ص }   Es (dengan titik di bawah) 

 Ḍād ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ṭā ṭ    Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓā' ẓ  Zet (dengan titik di bawah) ظ
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 Ain ̒ Koma terbalik (diatas)' ع

 Ghain g Ge غ

 Fā' F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf k Ka ك

 lām l El ل

 mīm m Em م

 nūn N En ن

 Wāwu w We و

 Hā' h Ha ه

 hamzah ' Apostrof ء

 Yā' y Ye ي

 
2. Vokal 

a. Vokal tunggal:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َ Fathah A A 

 ِ Kasrah I I 

 ُ Dammah U U 

 

b. Vokal Rangkap: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan Ya Ai a-i يَ

 Fathah dan Wawu Au a-u وَ

 

Contoh : 

 hāula.....حول                                            kaifa.....کيف
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c. Vokal Panjang (maddah) 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

1 Fathah dan alif Ā A dengan garis di atas 

َ ي Fathah dan ya Ī A dengan garis di atas 

Kasrah dan ya Ū ي I dengan garis di atas 

Dāmmah dan wawu وُ Ū U dengan garis diatas 

 

Contoh: 

 qīla.........قيل                              qala.....قل

 yaqūlu......یقول                         rama......رمي

 

3. Ta Marbutah 

a. Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t" 

b. Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h". 

c. Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), 

dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan 

dengan "h". 

Contoh: 

 Rauḍāh al-Aṭfāl.......روضة الاطفال

 al-Madīnah al-Munawwarah........المدینة المنورة

 Syajarah..................شجرة

 

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, 

baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 
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Contoh: 

 Nazzala....نزّل

 Al-birru.....البرّ

 

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamarriyyah ditransliterasikan 

dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-". 

Contoh: 

 Al-qalamu.........القلم

 Asy-syamsu.......الشمس
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ABSTRAK 

 

Dalam penegakan supremasi hukum di kepulauan yang jauh dari pusat 
kota lagi terpencil, seringkali menjurus pada fenomena di mana sistem masa orde 
baru masih mewarnai berbagai penanganan hukum yang cenderung melupakan 
prinsip dasar kemanusiaan dan nilai sakral keadilan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran bagaimana 
seharusnya pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersangka sebelum mendapat 
putusan hukum tetap dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana 
positif di wilayah kepulauan Sapeken secara khusus, ketika terjadi penangkapan 
dan penahanan. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adaalah penelitian 
lapangan (field research). Pengambilan data diambil langsung dari masyarakaat 
Kecamatan Sapeken. Penelitian ini termasuk deskriptif yaitu penelitian yang 
menganalisa, menuturkan dan mengklasifikasi data yang diperoleh dilapangan 
dengan teknik wawancara dan observasi. 

Dari hasil penelitian dan analisis data serta wawancara penulis dapat 
menyimpulkan bahwa di antara jajaran anggota Polisi Sektor Sapeken tidak 
sepenuhnya memenuhi hak dengan baik dan benar dalam proses penangkapan, 
penyelidikan dan penyidikan serta penahanan, yang semestinya dimiliki tersangka 
sebagai manusia merdeka sebelum mendapat putusan tetap. 

 

 

  



 
 

xii

KATA PENGANTAR 

 

  الرحيمِ حمنِ الر االلهِ بِسمِ

دماللهِ أَلْح بر نيالَماْلع و بِه نيعتسلَى نع رِالدوياَ اُمن نِ ويّالد. دهلاَ اَنْ أَش لاَّ الهاللهُا ا دهأَشاَنَّ و 
 بعد اَماَ .اَجمعين صحبِه و  اله علَى و محمد علَى وسلِّم صلِّ اَللَّهم .الله ا رسولُ محمداً
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Sapeken merupakan kecamatan di kepulauan Kangean, Kabupaten 

Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini terletak dibagian paling ujung 

Madura dengan jumlah 11 desa. Secara administrasi sepenuhnya diatur 

pemerintahan Kabupaten Sumenep, baik dalam aspek pelayanan publik 

maupun dalam segi pelayanan hukum. 

Selain itu terdapat juga beberapa gugusan pulau yang masih masuk 

wilayah administrasi Kecamatan Sapeken.1 Adapun jarak tempuh Sapeken 

dengan Kabupaten Sumenep sebagai pusat pelayanan dan kontrol 

pemerintahan membutuhkan waktu antara 18-20 jam atau sehari semalam 

dengan menggunakan kapal kayu dan Perintis (cuaca normal) . 

Jarak yang begitu jauh dari pusat pemerintahan menempatkan 

kepulauan pada posisi yang sangat riskan dengan berbagai diskresi penegakan 

hukum. Pendidikan anggota polisi yang ditugaskan di kepulauan notabenenya 

memiliki ijasah setingkat SMA dengan pembekalan keanggotaan Bayangkara 

dan kepulauanlah awal mereka meniti karir.  

Berikut ini adalah uraian dari sebagian kasus yang terjadi di kecamatan 

Sapeken. Pada pertengahan tahun 2007 merupakan duka pahit yang membekas 

dari ingatan masyarakat kepulauan Sapeken. Dimana aparat penegak hukum 

                                                            
1 Bappeda Kab. Sumenep. Hasil sensus penduduk pada tahun 2010. 
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dengan dalih kepentingan penyelidikan arogansipun dilegalkan,  menghakimi 

pemuda di dalam ruang pemasyarakatan yang masih dalam status tersangka 

pencurian hingga jatuh sakit dan akhirnya menghembuskan napas terakhir di 

Puskemas Sapeken dengan darah dan luka memar sekujur tubuh.2 

Sikap refresif aparat penegak hukum tidak berhenti disitu saja, tercatat 

pada akhir Maret tahun 2008, kembali terjadi kekerasan dalam proses 

penyelidikan kasus tindak pidana ringan (tipiring), tekanan kekerasan yang  

semestinya tidak menjadi simbol persuasif dalam penanganan anak yang 

masih duduk dibangku SMA, karna secara psikologis bisa mempengaruhi 

perkembangan mentalnya. Namun tetap saja kekerasan demi kekerasan serta 

penekanan sikis dialami keempat remaja itu. Belakangan diketahui bahwa ini 

merupakan modus untuk mengeruk kesempatan agar mengakui apa yang tidak 

mereka lakukan, supaya mudah menaikkan pasal menjadi pidana berat. 

Lelucon yang motifnya memuluskan pemerasan terhadap keempat remaja 

yang menjadi tersangka.3 

Padahal pada prinsipnya seorang anak harus diperiksa dalam suasana 

pemeriksaan yang adil tanpa adanya tekanan atau dorongan apupun sesuai 

dengan perundang-undangan, adanya bantuan hukum dan bantuan lainnya 

yang layak. Jika dianggap telah melanggar hukum, setiap tindakan yang 

dikenakan sebagai akibat dari padanya dapat ditinjau kembali oleh pihak yang 

lebih berwenang dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan, 
                                                            

2 Diambil dari kesaksian keluarga korban Ibu Nahria (selaku bibik dari korban) di Desa 
Pagrungan Kecil, Kec. Sapeken. Minggu 29 Januari 2012. 

3 Pengakuan dari Nur Hidayat, Izzul Fikri dan Deni (selaku korban) di Sapeken. Minggu 
05 Februari 2012. 
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independen, adil dan tidak memihak sesuai undang-undang yang berlaku.4 

Bila penahanan dilakukan sebagai tindakan terakhir harus dilaksanakan dalam 

tempo sesingkat mungkin. Selama dalam tahanan seorang anak mendapat 

pemeliharaan, perlindungan, dan semua kebutuhan individu yang diperlukan.5 

Pada tanggal 15 Juli 2011 merupakan duka sejarah yang sulit 

dilupakan masyarakat kepulauan. Bulan demi tahun bisa berlalu terus hilang 

bersama lipatan waktu, namun kasus penembakan oknum polisi yang berujung 

kematian seorang nelayan akan selalu membekas dalam benak masyarakat.6 

Kasus penembakan seperti ini bukan hal pertamakali terjadi di kepulauan, 

beberapa tahun yang silam sekitar tahun 2005 warga desa Saredeng dan 

Tanjung Kiaok juga pernah menjadi korban penembakan oleh oknum polisi 

dan meninggal di Puskesmas (lama).7 Padahal semestinya, penanganan kasus 

harus memperhatikan hak dasar tersangka, yang belum mendapat putusan 

tetap dari pengadilan terpimpin, sebagaimana yang termaktub dalam azas 

praduga tidak bersalah. 

Begitu juga di dalam hukum pidana Islam, Penegak hukum memiliki 

kewenangan untuk melakukan tindakan yang adil, bebas tanpa terpengaruh 

apapun, menempatkan prinsip keadilan dan persamaan hak diatas segalanya 

tanpa memihak. Islam sebenarnya mampu membangun relevansi kekuatan di 

                                                            
4 Sambas Nandang, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. (Bandung, 2010) 

hlm. 63. 
5 Ibid., hlm. 69.  
6 Keterangan Elemen Masyarakat dan Keterangan Pacek (selaku Adik korban) di Sapeken 

Selasa 07 Februari 2012. 
7 Keterangan  Masyarakat dan Kerabat Korban di Sapeken Jum’at 10 Februari 2012. 
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atas nilai-nilai sosial yang luhur, karena salah satu kepentingan terbesar Islam 

sebagai ideologi sosial adalah bagaimana mengukuhkan rasa persaudaraan 

diantara umatnya dan menumbuhkan rasa penghormatan antar sesama, 

sehingga tidak saling bodoh membodohi. 

Islam menetapkan sebuah sistem hukum yang berlandaskan pada 

prinsip kemaslahatan, maka sistem itu adalah untuk seluruh tatanan 

masyarakat tanpa memandang perbedaan, ketentuan penggunaannya akan 

menggantarkan pada titik dambaan semua umat, yaitu kesederajatan dan 

penghormatan dikalangan manusia. 

Karna rakyat dan penguasa memiliki persamaan dalam Islam. Seperti 

halnya pesan Umar Bin Hattab sewaktu menjadi khalifah pada saat itu 

"perbaikilah manusia dihadapanmu, dalam majlismu, dan dalam 

pengadilanmu. sehingga seseorang yang berkedudukan tidak mengharap 

kedzalimanmu dan seorang yang lemah tidak putus asa atas keadilanmu”.     

Sebagaimana pula Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut: 

 الوالدين أو أنفسكم على ولو للّه شهداء بالقسط قوامين كونوا آمنوا الّذين اأيه يا
 وإن تعدلوا أن الهوى تتبعوا فلا ما أولى فاللّه فقيرا أو غنيا يكن إن والأقربين

8خبيرا تعملون بما كان اللّه فإنّ تعرضوا أو تلووا
 

Kembali Al-Qur’an menegaskan bahwasanya kebenaran dan keadilan 

merupakan esensi yang urgen: 

 على قوم شنآن يجرمنكم ولا بالقسط شهداء للّه قوامين كونوا آمنوا الّذين أيها يا
 9تعملون بما خبير اللّه إنّ اللّه واتقوا للتقوى أقرب هو اعدلوا تعدلوا ألا

                                                            
8 QS. An‐Nisa: 135. 
9 QS. Al-Maidah: 8. 
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Dari ayat ini dapat ditarik beberapa kaidah hukum. Yaitu setiap 

orang wajib menjaga diri untuk berlaku adil, manusia dilarang mengikuti 

hawa nafsu hingga menghilangkan hak sesama dan dilarang menyeleweng 

dari prinsip agama. Karna setiap orang dianggap tidak bersalah untuk 

suatu perbuatan, kecuali jelas dibuktikan kejahatan yang dilakukan, tanpa 

ada keraguan. 

Begitu pula jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang 

yang dituduh wajib dibebaskan, begitulah Rasulullah menganjurkan 

kepada umatnya, dalam hadist beliau bersabda: “jika Imam salah, lebih 

baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”. 

Senada dengan asas praduga tidak bersalah bahwa batalnya hukuman 

karena adanya keraguan (doubt). Karena dalam menjatuhkan hukuman 

harus dengan keyakinan yang kuat tanpa adanya keraguan.10 

Dalam suatu tatanan masyarakat sangat diperlukan lembaga 

penegak hukum yang bisa menjamin perwujudan hak asasi manusia, 

memberi rasa keamanan dan nilai keadilan dimata hukum. Lembaga 

penegak hukum merupakan tonggak pusaran keadailan guna menjaga 

keseimbangan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Tentunya 

dengan kebijakan yang adil, jujur dan mengedepankan rasa toleransi 

sebagai terapan yang harus disuguhkan dalam menjalankan 

kewenangannya dengan benar tanpa adanya intimidasi sikis maupun pisik, 

untuk mewujudkan suatu tatanan sosial yang berdaulat dimata hukum. 

                                                            
10 Keyakinan yang bertentangan dengan unsur formil dengan materilnya atau segala hal 

yang tetap dianggap tidak tetap. Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri al-Jinai...,1:254. 
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Dalam peradilan Islam, satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa 

penegak hukum harus menghindari suatu bentuk penghakiman sebelum 

adanya bukti kesalahan yang jelas. Dalam doktrin penegak hukum lebih 

baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman.11 Islam 

mengandung konsep yang bernilai tinggi, dengan doktrin humanismenya 

telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan mengagungkan manusia 

sebagai individu yang patut dihormat segala hajadnya dimata hukum. 

Begitu pula jika berdasarkan pada hukum positif dengan undang-

undang bahwasanya “Hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang patut dihormati, 

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia”.12 Begitulah amanat  pancasila menegaskan bahwa  pentingnya 

menghormati hak sesama yang dituangkan dalam asas praduga tidak 

bersalah (presumption of innocent). 

Adapun hukum acara pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam 

Undng-undang  Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, merupakan suatu 

peraturan yang memuat tentang bagaimana aparat penegak hukum: Polisi, 

Jaksa, Hakim dan Panasehat hukum menjalankan wewenang penegakan 

hukum materiil, maka dari itu para penegak hukum harus memperhatikan 

dua kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dalam proses 
                                                            

11 At-Turmuzi, Sunan at-Turmuzi, ( Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963),  IV:39. 
12  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (pasal 1 ayat 1). 
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beracara pidana, karna kadangkala pada situasi seperti ini sangat riskan 

terjadi kealpaan. Subordinitas hukum sangat jelas mengatur bagaimana 

seoarang yang belum dinyatakan bersalah maka ia wajib mendapat haknya 

seperti yang termuat di dalam KUHAP.13 

Dalam setiap perbuatan yang mengakibatkan tersangka memar, 

luka dan sakit atau bahkan meninggal karna proses penyelidikan dan 

penyidikan yang tidak mengedepankan norma kemanusiaan. Semestinya 

menjadi bahan pertimbangan, masih pantaskah intitusi kepolisian 

diamanahi dan dipertahankan di tengah kian mengikisnya kepercayaan 

pada negara.14 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menulis  berbagai fenomena 

hukum dikepulauan yang bagi penulis merupakan keganjilan dimata 

hukum. Dan akan fokus mengurai mengenai “Perlindungan Hak Tersangka 

Sebelum Mendapat Putusan Tetap di Polisi Sektor Sapeken Sumenep 

Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakan diatas, penulis hendak mengkaji dan 

mendalami kasus mengenai perampasan hak-hak masyarakat kepulauan 

Sapeken dimata hukum, baik dari segi hukum pidana Islam maupun hukum 

pidana positif.  

                                                            
13 Pasal 50-68 KUHP. 
14 Lihat Seorjono Soekanto, Dampak Hukum Terhadap Pola Prilaku Manusia (Majalah 

Masalah-masalah Hukum, FH-UNDIP, NO. 5-6, 1982, hlm. 25-26   
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1. Bagaimana ? hak-hak tersangka dalam hukum pidana Islam dan KUHP ? 

2. Bagaimana ? kondisi tersangka di Kecamatan Sapeken ditinjau dari hukum 

pidana Islam dan hukum pidana positif ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk menjelaskan bagaimana hak-hak tersangka di kepulauan 

Sapeken supaya memenuhi hak-hak tersangka dengan baik. 

b. Untuk mengetahui bagaimana hukum pidana Islam dan hukum positif 

mengatur pemenuhan hak-hak tersangka. 

2. Adapun  kegunaan penelitian ini antara lain yaitu:  

a. Sebagai bahan pengetahuan agar kiranya menberi pencerahan 

masyarakat kepulauan khususnya Sapeken dalam bidang hukum. 

b. Sebagai bahan pijakan penyusun karya ilmiah ini agar ke depan lebih 

arif dan bijaksana dalam melihat rumusan hukum di tengah  

masyarakat. 

c. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi wacana pemikiran insan 

akademisi dalam menggali hukum Islam dan positif  kemudian 

menerapkan dalam wujud nyata sehari-hari 

 

D. Telaah Pustaka 

Adapun beberapa literatur yang menjadi dasar pemikiran dari skripsi 

ini adalah: Dalam skripsinya Nurdin yang berjudul “Bantuan Hukum Menurut 
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Hukum Islam dan Hukum Positif” yang secara historis menggambarkan 

tentang tujuan dan peranan bantuan hukum yaitu dalam rangka pembelaan 

terhadap perkara yang diajukan kepada tersangka/terdakwa dimana bantuan 

hukum itu untuk memelihara kemaslahatan umum serta menghormati akan 

nilai harkat dan martabat manusia.15 

Melihat permasalahan penegakan hukum dewasa ini tidak cukup pada 

urutan “bantuan” sebagai upaya melindungi hak dasar manusia baik status 

tersangka maupun terdakwa. Namun lebih pada penekanan bahwa hukum 

sebagai instrumen penegakan moral bangsa yang harus dimulai dari aparatur 

negara (penegak hukum). Maka saya rasa perlu memahami dan mendalami 

marwah dari azas praduga tidak bersalah sebagai upaya menjaga dan 

melindungi setiap jengkal hak manusia di bumi pertiwi. 

Skripsi ini mendorong penulis untuk melengkapi pengetahuan dalam 

menjaga hak dasar manusia dimata hukum dengan mengadakan penelitian di 

kepulauan Sapeken. Karna tidak cukup hanya menganalisa secara literatur 

tanpa langsung terjun kemudian berinteraksi dengan masyarakat terpencil. 

Karna jaraknya yang jauh dari pusat kota sangat riskan dengan tindakan 

kesewena-wenangan aparat penegak hukum. 

Begitupun dalam karyanya Erni Whidayanti yang berjudul “hak-hak 

tersangka/terdakwa didalam KUHAP” beliau menggambarkan kedudukan 

tersangka yang dalam proses pradilan merupakan sosok yang lemah, 

mengingat bahwa lawan dalam beracara pigur yang tegak yakni negara lewat 

                                                            
 15 Nurdin, Bantuan Hukum  Menurut Hukum Islam dan Hukum positif (Yogyakarta: 

Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997) 
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aparatur hukumnya. Kedudukan yang tidak seimbang inilah melahirkan suatu 

gagasan bahwa tersangka dan terdakwa harus mendapat bantuan hukum serta 

moril-semangat yang cukup, agar setara dalam memproleh keadilan hukum 

yang sebenarnya.16 Karya Erni Whidayanti merupakan bentuk keprihatinan 

dan kekhawatiran terhadap kedudukan tersangka dan terdakwa ketika 

dihadapkan dimuka persidangan yang tidak jarang merasa terpojok dan 

disududkan oleh JPU. Namun bagi saya permasalahan krusial terletak pada 

proses awal penangkapan dan penyelidikan apalagi daerah-daerah terpencil. 

Maka penulisan skripsi saya akan membantu menyempurnakan pembelaan 

dari sudut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. 

Dalam karyanya Eko Prasetyo yang berjudul Advokasi kebijakan: jalan 

menuju pembebasan. Di negeri di mana penjahat sulit dibedakan dangan 

pejabat mungkin kalimat pembelaan akan terasa konyol, padahal advokasi 

berawal dari makna pembelaan, yang bagi sebagian orang amat paradoks. 

Advokasi memang bukan sejenis mantra melainkan sebuah upaya untuk 

menebus kekalahan dan penderitaan rakyat dari kebiadaban penguasa otoriter 

melalui tangan-tangan jahil.  

Ada celah kekuasaan yang selalu tampak keropos ketika melakukan 

tindakan represif, meski kekuasaan mengambil peran itu semata-mata karena 

motif keamanan atau kepentingan peyidikan tetapi selalu ada kecurigaan 

didalamnya, begitu juga saat kekuasaan menetapkan sebuah kebijakan yang 

muncul juga untuk tujuan yang seolah-olah mulia, ibarat topeng  kebijakan 

                                                            
16 Erni Widhayanti, Hak-hak Tersangka/Terdakwa diDalam KUHAP (Yogyakarta: 

Liberty, 1988) hlm. 24. 
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akan selalu menyembunyikan motif dan niat yang sesungguhnya menggrogoti 

rakyat kecil, adalah hal ini kerap tampak dipertontonkan oleh aparat penegak 

hukum bangsa ini,17 khususnya di daerah-daerah terpencil.  

 

E. Kerangka Teoretik 
 
 Pada prinsipnya penegak hukum tidak boleh menjatuhkan sanksi 

apapun atas tersangka sebelum tuduhan itu dibuktikan di hadapan hakim yang 

memiliki kewenangan penuh untuk mengadili ditempat pengadilan.18 Demi 

terciptanya suatu penghakiman yang adil sesuai dengan tingkat kesalah yang 

diperbuat pelaku. Sebagaimana perintah Allah dalam firmanNya yaitu: 

 19مبينا وإثما تانا احتملوا فقد اكتسبوا ما بغير والمؤمنات المؤمنين يؤذون والّذين

Karna asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam Islam 

untuk saling menghormati, pemeliharaan dan penyediaan sarana hidup. 

Disebutkan dalam Al-Qur’an agar umat manusia menegakkan hukum dengan 

baik dan berkeadilan, sebagai berikut: 

 أحياها ومن جميعا الناس قتل فكأنما الأرض في فساد أو نفس غيرب نفسا قتل من

 20 جميعا الناس أحيا فكأنما

                                                            
17  Eko prasetyo, Siasat Gerakan Kota/Jalan Untuk Masyarakat Baru. (Yogyakarta: 

Labda, 2003) hlm.179-180. 
18 An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddih, Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-

Mujîbah Lahu, Jilid I, cet. II, (Beirut: Darul Ummah, 2009), 80.  
19  QS. Al-Ahzab: 58. 
20 QS. Al-Maidah: 32. 
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Tidak hanya sekedar itu, Islam juga jauh berbicara bagaimana 

keharusan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia, kehormatan dan 

menjaganya. 

Begitupula halnya dalam undang-undang tentang hak asasi manusia 

menjelaskan bahwa “Hak asasi manusia sebagai seperangkat yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugrahnya yang patut dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan 

serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.21 

Kemudian juga dijelaskan dalam azas praduga tidak bersalah bagaimna 

seharusnya penyidik melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang yeng 

belum jelas status hukumnya, disebutkan bahwa: “Asas praduga tidak 

bersalah, setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan 

dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan 

hukum tetap”.22 

Kemudian yang menjadi masalah bukan saja potret kesewenang-

wenangan aparatur hukum merampas hak dasar manusia, meski belum 

terbukti melakukan kesalahan. namun ketidak adilan dan perampasan ini 

dianggap wajar meski bertentangan dengan norma. Ketidakadilan di tengah 

masyarakat memang sulit dilawan, sebab yang melawan hanya akan dianggap 

                                                            
21 Undang‐undang No. 39 Tahun 1999  Tentang hak Asasi Manusia (pasal 1 ayat 1). 
22 Andi Hamzah,  Hukum Acara Pidana Indonesia, Esai kedua, Cet.3 (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009),  hlm. 8-9. 
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sebagai komunis oleh negara dan antek-anteknya. Padahal seyogyanya untuk 

mewujudkan hak-hak dasar manusia, serta mendapat perlindungan yang 

pantas dan wajar sebagaimana tercantum dalam undang-undang RI No. 39 

tahun 1999 tentang HAM pasal 5 ayat 2 mengatakan:  

“Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum dan perlindungan yang adil 

dalam  peradilan yang obyektif dan tidak berpihak”.23 

Disebutkan juga dalam UUD 1945 dan amandemen Pasal 28 ayat 2 

berbunyi: 

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memproleh kesempatan dan mamfaat yang sama guna persamaan dalam 

keadilan”.24 

     Menurut pasal 16 ayat 1 UUD No 2 Tahun 2002 bahwasanya: 

“Polisi memiliki wewenang  menangkap, menahan, menggledah dan menyita 

barang. Namun didalam pasal 19 ayat 1 No. 2002 memberi batasan dalam 

menjalankan tugas, harus mengedepankan norma hukum, agama, kesopanan, 

kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.25 Di dalam pasal 422 

kitab UU hukum pidana ditegaskan bahwa pejabat dilarang menggunakan 

paksaan dan kekerasan dalam menjalankan tugas. 

Namun kebanyakan orang tidak berlomba-lomba mengkritik aparat 

yang lalai menegakkan supremasi hukum dengan baik, malah sebaliknya 

memberikan kesempatan dengan seribu diam tanpa hanti, maka tidak heran 

                                                            
23 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Penjelasannya, hlm. 5. 
24 UUD 1945 dan Amandemen (Jakarta: Visimedia, 2008). hlm.71. 
25 Pasal 16-19 KUHAP Lengkap. 
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bila rakyat kepulauan hidup di tengah kesengsaraan pemenuhan haknya 

dimata hukum, karna sistem penjajah telah mengakar dan menghujam di bumi 

kepeulauan. 

Kondisi tersebut telah menjadi penghambat utama bagi proses 

pembentukan peradaban yang manusiawi dan beradab. Ketidak adilan serta 

pelanggaran telah membenarkan berbagai bentuk tindak yang menyimpang 

dari norma kesopanan dan norma agama. Situasi seperti ini membangun nilai 

baru dalam benak masyarakat, yakni untuk hidup manusia harus melakukan 

apa saja, termasuk melukai serta melupakan saudaranya, inilah sebenarnya 

harapan komunis untuk merubah moral manusia menjadi buas dan kejam. 

Maka tidak heran bila kita menjumpai praktek satu manusia hidup dari 

ketakutan manusia lainnya, atau ada orang merasa senang hidup dari 

kesusahan saudaranya. Semuanya tidak terlepas bagaimana kita dengan mudah 

mengabaikan hak-hak dasar saudara kita. 

Pengabaian hakikat manusia sesungguhnya telah menjadi situasi yang 

sedikit demi sedikit menumpulkan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat. 

Dahulu kita pernah mendengar adanya tradisi suka menolong dikalangan  

manusia. Pernah pula kita medengar indahnya hidup di tengah rasa saling 

menghormati, berdampingan di atas toleransi yang kuat. Yang tidak punya 

atas perlindungan, akan diberi ruang untuk berlindung. Namun sekarang, 

entah zaman atau manusianya yang berubah terkondisikan oleh watak-watak 

kolonial untuk saling menghakimi satu sama lain, kemudian bangga 

berhadapan dengan kepahitan saudaranya. 
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F. Metodologi Penelitian       

1. Jenis Penelitian         

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Pengambilan data diambil langsung dari masyarakat Kecamatan 

Sapeken. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

menganalisa, menuturkan dan megklasifikasikan data yang diperoleh 

dilapangan dengan teknik wawancara dan observasi.26 

2. Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah perlindungan hak 

tersangka sebelum mendapat putusan hukum, dengan menggunakan 

persepektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif khususnya di 

Kecamatan Sapeken-Sumenep. 

3. Pengumpulan Data 

a. Data Primer. Data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan 

data-data langsung dari sumber utama. Sesuai dengan penelitian ini, 

maka pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti. Namun dengan adanya sikap yang 

kurang kooperatif dari pihak kepolisian sebagai pendukung data maka 

peneliti hanya mengurai sumber dari masyarakat yg bersangkutan, 

melalui tokoh masyarakat, keluarga korban dan tersangka yang merasa 

dirugikan secaara fisik, psikis dan materi, dengan cara melakukan 

                                                            
26 Winarno Surakhmat. Pengantar Penelitian Ilmiah. (Bandung: Tarsito;1982) hlm. 109 
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investigasi melalui wawancara secara langsung sebagai objek 

penelitian ini. 

b. Data sekunder, yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, seperti 

buku, jurnal, media cetak dan media elektronik serta seminar yang 

membahas perlindungan hak-hak dasar tersangka di mata hukum 

pidana Islam dan hukum pidana positif. 

4. Pendekatan Masalah  

Dalam skripsi ini penyusun mengurai hasil penelitian dengan 

pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menelaah perundang-

undangan dan hukum lainnya tentang  hak- hak tersangka, penyidikan dan 

penyelidikan yang ada dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana 

positif kemudian dipergunakan untuk mengetahui bagaimana seharusnya 

aparat penegak hukum mewujudkan pemenuhan hak-hak tersangka 

sebelum ditetapkan bersalah. 

5. Analisis Data 

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan pendekatan 

metode induktif, yaitu metode yang  berangkat dari fakta-fakta real, 

pristiwa yang benar-benar terjadi, kemudian ditarik kesimpulan secara 

umum. metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh 

tentang pemahaman topik yang di teliti dan di kaji.27 

 

 

                                                            
27 Sutrisno Hadi. Metode Research II. (Yogyakarta; Andi Offset, 1989) hlm. 142 
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G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dibagi beberapa sub bab, yakni; 

Bab pertama, pada bab ini diawali dengan pendahuluan yang berisi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah 

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua, pada bab dua ini penulis ingin mendeskripsikan hak-hak 

tersangka dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif serta 

menganalisa persamaan dan perbedaan dari dua tafsiaran hukum tersebut. 

Bab ketiga, penulis akan memberi gambaran kondisi Kecamatan 

Sapeken dan menguraikan hasil wawancara observasi mengenai gambaran 

kondisi  tersangka di Polsek Sapeken serta mendeskripsikan hak tersangka 

sesuai tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. 

Bab keempat, adalah penutup yang merupakan akhir dari pembahasan 

yang berisikan saran dan kesimpulan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Setelah penyusun dengan berbagai pendekatan kemudian menelaah 

pembahasan rumusan masalah yang diambil dari pokok kasus demi kasus dan 

menganalisa berbagai serangkaian dilapangan yang telah dikumpulkan dalam 

bentuk esai-esai ilmiah ini, akhirnya penyusun menarik beberapa kesimpulan 

yang dinilai sangat berarti dalam Pemenuhan Hak-hak Tersangka Sebelum 

Mendapat Putusan Tetap di Kapolsek Kec.Sapeken-Sumenep. kesimpulan 

tersebut sebagai berikut: 

Bahwa diantara jajaran anggota Kapolsek Kec.Sapeken tidak 

sepenuhnya memenuhi hak dengan baik dan benar dalam proses penangkapan, 

penyelidikan dan penyidikan meskipun belum jelas status hukumnya sebagai 

langkah pemenuhan hak-hak tersangka sebagai manusia yang merdeka dan 

berdaulat dimata hukum seperti titah bangsa ini pada undang-undang 

pancasila. Terkait dengan hal tersebut, tidak jarang dalam proses 

penangkapan, anggota polisi melalaikan sikap profesionalisme dan aturan 

dasar seperti pemberitahuan Kepala Desa, atau bahkan setidaknya ketua 

RT/RW sebelum digelar penangkapan. Namun lebih dari pada itu dalam 

situasi penangkapan dan penahanan yang kerapkali menampilkan sikap 

represif dan arogan serta tidak mengindahkan nilai-nilai luhur yang 

membudaya tertanan ditengah masyarakat kepulauan.  
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Sering kali keluarga atau kerabat tersangka mendapat perlakuan yang 

kurang baik ketika hendak membesuk dan mengantarkan makanan untuk 

keluarganya didalam sel, baik sikap sinis dari anggota polisi atau bahkan tidak 

mengizinkannya dengan alasan belum jam kantor. Pentas buram ini yang 

sedang berlanggsung ditengah masyarakat kepulauan sampai saat ini, meski 

sudah lama negaranya merdeka namun intimidasi semakin berlaga dengan 

corak yang berbeda. 

Sedangkan syiar islam sangat jelas menganjurkan untuk saling 

menghormati hajad antar sesama, saling menjaga dan melindungi serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian sebagai simbol tegaknya moral suatu 

umat. Begitupun didalam undang-undang hukum acara pidana dijelaskan 

dengan sangat detail dan terperinci mengenai subtansi pemenuhan hak-hak 

tersangka sebelum atau sesudah mendapat putusan, harus mendapat penjagaan 

yang layak, baik dan berkeadilan seperti yang tertuang dalam azas praduga 

tidak bersalah.  

 

B. Saran 

Meskipun jauh untuk bisa dikatakan memenuhi, paling tidak 

penyusunan skripsi ini bisa menjadi spirit dalam menegakkan supremasi 

hukum dinegara ini khususnya dikepulauan-kepulauan terpencil. Karna pada 

gilirannya penomena ini bisa membentuk karakter masyarakat atau bahkan 

mengikisnya rasa memiliki terhadap lembaga negara penegakan hukum, karna 

derasnya rasa intimidasi ketimpangan, ketidakadilan dan kesewena-wenangan 
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aparatur hukum yang kian diterima. Artinya, hal ini tidak sebatas mengenai 

penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia namun jauh dari pada 

menjaga tatanan masyarakat yang saling menghormati antar sesama dan 

keselarasan hidup ditengah alur demokrasi. 

 Untuk memenuhi ini semua, tentunya peran tokoh masyarakat, 

pemuda, civitas akademisi dari semua disiplin ilmu dan khususnya para 

sarjana hukum kepulauan harus lebih peka dan peran aktif dalam menjaga 

marwah kedaulatan masyarakat kepulauan dimata penegak hukum, agar umat 

merasa akan arti hadir khazanah ilmu yang kita miliki sebagai kontrol sosial 

mewujudkan ketentraman yang kita cita-citakan bersama. 
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara dengan  Keluaga Tersangka di desa Pagrungan kecil Kec. 

Sapeken  

1. Bagaimana awal mula terjadi penangkapan adik Mbak? 

2. Bagaimana proses penangkapan adik Mbak? 

3. Bagaimana perasaan Ibu Mbak melihat proses penangkapan adik anda? 

4. Apakah anak Ibu punya riwayat penyakit yang akut dan bisa kambuh 

kapan saja? 

5. Bagaimana awalnya Muslim dibawa ke Puskesmas setelah beberapa hari 

disel?  

6. Apakah Ibu di beritahu apa penyebab Muslim dibawa ke Puskesmas? 

7. Apakah Ibu sempat menemui Muslim sewaktu didalam sel dan setelah 

masuk Puskesmas? 

8. Apakah Muslim sempat menyampaikan keluhan setelah terbaring di 

Puskesmas? 

9. Bagaimana perasaan ibu setelah mengetahui Muslim telah meninggal 

dunia? 

10. Apakah ada keganjalan dari kematian anak Ibu? 

11. Apakah ada keterangan dari Kapolsek mengenai masuknya Muslim ke 

Puskesmas? 

12. Apakah pihak keluarga ada yang melakukan perlawanan secara hukum, 

terkait meninggalnya Muslim secarab tiba-tiba? 

Wawancara dengan tiga Remaja yang pernah menjadi tersangka di 

Kepolisian Kec. Sapeken 

1. Bagaimana awal proses penangkapannya ? 

2. Apakah sebelumnya orang tua kalian diberi tahu mengenai penangkapan 

yang akan dilakukan? 

3. Bagaimana perlakuan anggota polisi pada saat kalian masuk dalam 

lingkungan kantor? 

4. Apakah ada sikap represif yang kalian terima ketika dimintai keterangan?  



5. Apakah ada sikap kurang baik dari anggota polisi, saat keluarga kalian 

datang   membesuk? 

6. Selama k alian didalam sel, ada tidak perlakuan kasar atau tindakan 

kekerasan yang  kalian terima dari anggota polisi? 

7. Berapa hari kalian didalam penjara? 

8. Apakah ada tebusan yang dimintai anggota polisi, kalau ada berapa 

jumlahnya? 

9. Bagaiman perasaan kalian setelah keluar dan kembali memulai rutinitas 

belajar dilingkungan sekolah? Apakah ada rasa malu atau bahkan merasa 

terasing dari teman dan para guru kalian? 

Wawancara Ringan dengan Istri dan Adik Korban Penembakan Anggota 

Polisi 

1. Bagaimana perasaan Ibu dan seluruh keluarga menghadapi semua ini? 

2. Apakah ada dari pihak kepolisian menemui dan memberi kejelasan terkait 

hal ini? 

3. Apakah ada keinginan dari keluarga melaporkan kejadian ini sampai 

Kapolda?  

Wawancara Singkat dengan Anggota Polsek kec. Sapeken 

1. Berapa lama Bapak bergabung menjadi anggota polisi dan bertugas di 

Kapolsek Kec. Sapeken? 

2. Apakah selama ini standard penangkapan sudah sesuai KUHP?  

3. Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam penangkapan? Apakah kadang hal 

itu terjadi? 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Hasil Wawancara dan Observasi Mengenai Kondisi Tersangka di Polsek 

Sapeken 

1. Wawancara dengan  Keluaga Tersangka di Desa Pagrungan kecil 

Kecil 

a) Bagaimana awal mula terjadi penangkapan adik Mbak? 

b) Bagaimana proses penangkapan adik Mbak? 

c) Bagaimana perasaan Ibu Mbak melihat proses penangkapan adik anda? 

d) Apakah anak Ibu punya riwayat penyakit yang akut dan bisa kambuh 

kapan saja? 

e) Bagaimana awalnya Muslim dibawa ke Puskesmas setelah beberapa 

hari di sel?  

f) Apakah Ibu di beritahu apa penyebab Muslim dibawa ke Puskesmas? 

g) Apakah Ibu sempat menemui Muslim sewaktu didalam sel dan setelah 

masuk Puskesmas? 

h) Apakah Muslim sempat menyampaikan keluhan setelah terbaring di 

Puskesmas? 

i) Bagaimana perasaan ibu setelah mengetahui Muslim telah meninggal 

dunia? 

j) Apakah ada keganjalan dari kematian anak Ibu? 

k) Apakah ada keterangan dari Kapolsek mengenai masuknya Muslim ke 

Puskesmas? 

l) Apakah pihak keluarga ada yang melakukan perlawanan secara 

hukum, terkait meninggalnya Muslim secarab tiba-tiba? 

2. Wawancara dengan empat remaja yang pernah menjadi tersangka di 

Polsek Sapeken 

a) Bagaimana awal proses penangkapannya ? 

b) Apakah sebelumnya orang tua kalian diberi tahu mengenai 

penangkapan yang akan dilakukan? 



c) Bagaimana perlakuan anggota polisi pada saat kalian masuk dalam 

lingkungan kantor? 

d) Apakah ada sikap represif yang kalian terima ketika dimintai 

keterangan?  

e) Apakah ada sikap kurang baik dari anggota polisi, saat keluarga kalian 

datang   membesuk? 

f) Selama k alian didalam sel, ada tidak perlakuan kasar atau tindakan 

kekerasan yang  kalian terima dari anggota polisi? 

g) Berapa hari kalian didalam penjara? 

h) Apakah ada tebusan yang dimintai anggota polisi, kalau ada berapa 

jumlahnya? 

i) Bagaiman perasaan kalian setelah keluar dan kembali memulai 

rutinitas belajar dilingkungan sekolah? Apakah ada rasa malu atau 

bahkan merasa terasing dari teman dan para guru kalian? 

3. Wawancara Ringan dengan Istri dan Adik Korban Penembakan 

Anggota Polisi 

a) Bagaimana perasaan Ibu dan seluruh keluarga menghadapi semua ini? 

b) Apakah ada dari pihak kepolisian menemui dan memberi kejelasan 

terkait hal ini? 

c) Apakah ada keinginan dari keluarga melaporkan kejadian ini sampai 

Kapolda?  

4. Wawancara Singkat dengan Anggota Polsek kec. Sapeken 

a) Berapa lama Bapak bergabung menjadi anggota polisi dan bertugas di 

Kapolsek Kec. Sapeken? 

b) Apakah selama ini standard penangkapan sudah sesuai KUHP?  

c) Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam penangkapan? Apakah kadang 

hal itu terjadi? 
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DAFTAR TERJEMAHAN 

 

NO FN Hlm                                         Terjemahan 
                                                                                      BAB 1 
1 8 5 Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. 
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 

2 135 4 Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 
orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi 
saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya 
ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-
kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala 
apa yang kamu kerjakan. 
 

3 26 38 Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 
Allah 

4 58 14 Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang 
mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka 
perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul 
kebohongan dan dosa yang nyata 
 

5 32 14 Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, 
bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, 
atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh 
manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang 
memelihara kehidupan manusia, maka seolah-
olah dia telah memelihara kehidupan manusia 
semuanya.   
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